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ABSTRAK 

Penelitian dengan judul, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan 
Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Kudus” 

dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara prinsip ideal Pemilu yang 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan praktik yang diwarnai 
pelanggaran seperti manipulasi suara dan money politics. Penelitian ini bertujuan 
mengeksplorasi penegakan hukum oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam 
Sentra Gakkumdu serta mengidentifikasi kendala dan upaya dalam penegakan 
tindak pidana Pemilu. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu 
mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode analisa data 
bersifat kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang 
digunakan data primer yang didapatkan langsung dari narasumber melalui 
wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana 
Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menjamin 
Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, namun masih 
menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Praktik pelanggaran seperti 
manipulasi suara, money politics, dan pelanggaran administratif sering terjadi, 
menunjukkan kesenjangan antara prinsip ideal dan realitas. Penegakan hukum oleh 
Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu penting, tetapi 
efektivitasnya perlu ditingkatkan untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. 
Penegakan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Kudus Tahun 2024 menghadapi 
kendala seperti waktu penyelidikan terbatas di Gakkumdu dan rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Terbatasnya waktu 
penyelidikan sering menghambat pengumpulan alat bukti, dan kurangnya pelaporan 
dari masyarakat menunjukkan rendahnya kesadaran hukum. Upaya yang dilakukan 
termasuk meningkatkan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, 
memperkuat kapasitas penegak hukum, mendorong partisipasi masyarakat melalui 
kampanye kesadaran, serta memperbaiki sistem pengawasan dan evaluasi 
penegakan hukum. 

 
Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilihan Umum. 
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ABSTRACT 
 
 

The study titled, "Law Enforcement of Electoral Crimes in the 2024 
Legislative, Presidential, and Vice-Presidential Elections in Kudus Regency," is 
motivated by the disparity between the ideal principles of elections being direct, 
general, free, confidential, honest, and fair, and the reality of practices marred by 
violations such as vote manipulation and money politics. This research aims to 
explore the law enforcement efforts by Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's 
Office within Sentra Gakkumdu, as well as to identify the challenges and measures 
in enforcing electoral crimes. 

The approach used is a juridical-sociological one, focusing on how law 
operates within society. The data analysis method is qualitative, employing a 
descriptive-analytical specification. The types of data utilized include primary data 
obtained directly from sources through interviews and secondary data acquired 
through literature review. 

The results of this study indicate that the enforcement of electoral crimes, 
as regulated by Law Number 7 of 2017, aims to ensure elections are direct, general, 
free, confidential, honest, and fair. However, it still faces significant challenges in 
practice. Violations such as vote manipulation, money politics, and administrative 
breaches often occur, highlighting the gap between ideal principles and reality. 
Law enforcement by Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office within Sentra 
Gakkumdu is crucial but requires improvement to uphold democratic principles 
effectively. In Kudus Regency for the 2024 elections, challenges include limited 
investigation time at Gakkumdu and low public participation in reporting 
violations. Limited investigation time often hampers evidence collection, and the 
lack of public reporting reflects low legal awareness. Efforts to address these issues 
include enhancing coordination among Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's 
Office, strengthening law enforcement capacity, encouraging public participation 
through awareness campaigns, and improving monitoring and evaluation systems. 

 
Keywords: Law Enforcement, Electoral Crimes, General Elections. 
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